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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara hukum perdata dan hukum
Islam dalam perspektif sosiologi hukum di Indonesia serta menjelaskan implikasinya terhadap
efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah memberikan
pemahaman konseptual dan praktis mengenai relasi kedua sistem hukum tersebut sebagai dasar
pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Metodologi penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum.
Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
serta artikel jurnal nasional yang relevan dalam tujuh tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara
kualitatif-deskriptif dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai,
budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi hukum
perdata dan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat Indonesia tidak bersifat dikotomis,
melainkan berlangsung melalui proses harmonisasi dan negosiasi norma. Hukum Islam berfungsi
sebagai living law yang memiliki legitimasi sosial kuat, sementara hukum perdata negara berperan
sebagai kerangka normatif formal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum
perdata di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam
yang hidup dalam masyarakat, sehingga pengembangan hukum nasional perlu dilakukan dengan
pendekatan sosiologis dan kontekstual.
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PENDAHULUAN
Hukum perdata merupakan cabang

hukum yang mengatur hubungan hukum
antarindividu dalam kehidupan
bermasyarakat, terutama yang berkaitan
dengan keluarga, harta kekayaan, dan
perikatan. Dalam konteks Indonesia, hukum
perdata tidak dapat dilepaskan dari karakter
masyarakat yang religius dan plural,
sehingga penerapannya kerap beririsan
dengan norma-norma hukum Islam yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat
Muslim (Salim, 2019).

Hukum Islam memiliki posisi strategis
dalam sistem hukum nasional, khususnya
dalam mengatur aspek keperdataan umat
Islam. Keberlakuannya tidak hanya
bersumber dari peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dari kesadaran dan
kepatuhan sosial masyarakat terhadap ajaran
agama (Nurlaelawati, 2020).

Interaksi antara hukum perdata dan
hukum Islam menjadi fenomena hukum yang
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tidak terelakkan dalam praktik sosial
masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus,
masyarakat tidak semata-mata berpedoman
pada hukum negara, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang
bersumber dari hukum Islam (Syarifuddin,
2021).

Secara yuridis, relasi antara hukum
perdata dan hukum Islam telah dilembagakan
melalui kewenangan Peradilan Agama serta
pengakuan terhadap prinsip-prinsip syariah
dalam bidang perkawinan, waris, dan
ekonomi syariah. Namun demikian,
pengaturan normatif tersebut belum
sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial
yang berkembang di masyarakat (Arifin,
2019).

Kesenjangan antara hukum yang tertulis
(law in the books) dan hukum yang hidup
dalam masyarakat (law in action) menjadi
persoalan klasik dalam studi hukum.
Kesenjangan ini tampak jelas dalam praktik
penerapan hukum perdata yang berinteraksi
dengan hukum Islam di tingkat masyarakat
(Soekanto, 2018).

Pendekatan sosiologi hukum
memandang hukum sebagai produk sosial
yang tidak berdiri netral, melainkan
dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai budaya,
dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu,
efektivitas hukum sangat ditentukan oleh
penerimaan sosial masyarakat terhadap
norma hukum tersebut (Rahardjo, 2018).

Dalam perspektif sosiologi hukum,
hukum Islam sering kali berfungsi sebagai
living law yang memiliki legitimasi sosial
lebih kuat dibandingkan hukum perdata
negara, terutama dalam masyarakat Muslim
yang masih memegang teguh nilai-nilai
keagamaan (Sulaiman, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata,
masyarakat cenderung memilih norma
hukum Islam melalui mekanisme non-litigasi
atau forum keagamaan sebelum menempuh
jalur hukum formal (Hasan, 2021).

Di sisi lain, hukum perdata negara
memiliki karakter formal dan prosedural

yang sering kali dipersepsikan kaku dan
kurang responsif terhadap nilai-nilai religius
masyarakat. Persepsi ini memengaruhi
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
institusi hukum negara (Mulyadi, 2019).

Modernisasi hukum dan perkembangan
sosial turut mengubah pola interaksi antara
hukum perdata dan hukum Islam. Tuntutan
terhadap kepastian hukum, kesetaraan, dan
keadilan sosial mendorong terjadinya proses
adaptasi dan reinterpretasi norma hukum
Islam dalam konteks kekinian (Aziz, 2020).

Kajian pustaka menunjukkan bahwa
penelitian tentang hukum perdata dan hukum
Islam di Indonesia masih didominasi oleh
pendekatan normatif-dogmatis. Pendekatan
ini menitikberatkan pada analisis peraturan
perundang-undangan tanpa menggali realitas
sosial secara mendalam (Fauzan, 2019).

Penelitian yang mengintegrasikan
perspektif sosiologi hukum dalam mengkaji
interaksi hukum perdata dan hukum Islam
masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan
ini penting untuk memahami bagaimana
hukum dipraktikkan dan dimaknai oleh
masyarakat (Yusdani, 2021).

Keterbatasan kajian sosiologis
menyebabkan kurangnya pemahaman
mengenai faktor-faktor sosial yang
memengaruhi kepatuhan dan resistensi
masyarakat terhadap hukum perdata.
Akibatnya, kebijakan hukum yang dihasilkan
sering kali tidak efektif di tingkat
implementasi (Rokhim, 2020).

Dalam masyarakat Indonesia yang
majemuk, interaksi antara hukum perdata dan
hukum Islam juga dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan, latar belakang sosial, serta
otoritas keagamaan lokal. Faktor-faktor ini
membentuk preferensi hukum masyarakat
dalam menyelesaikan persoalan perdata
(Nasution, 2022).

Oleh karena itu, kajian terhadap
interaksi hukum perdata dan hukum Islam
perlu ditempatkan dalam kerangka
pluralisme hukum yang mengakui
keberadaan berbagai sistem norma dalam
masyarakat (Siregar, 2019).
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Permasalahan penelitian dalam artikel
ini berangkat dari pertanyaan mengenai
bagaimana pola interaksi antara hukum
perdata dan hukum Islam dalam perspektif
sosiologi hukum di Indonesia. Pertanyaan ini
mencakup bentuk harmonisasi, negosiasi,
maupun potensi konflik norma hukum.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji
faktor-faktor sosial yang memengaruhi
pilihan masyarakat terhadap norma hukum
tertentu dalam menyelesaikan sengketa
perdata. Pilihan tersebut mencerminkan
konstruksi sosial terhadap hukum yang
berlaku (Hidayat, 2020).

Nilai kebaruan (novelty) penelitian ini
terletak pada integrasi analisis hukum perdata
dan hukum Islam melalui pendekatan
sosiologi hukum yang komprehensif.
Pendekatan ini diharapkan mampu
menjelaskan kesenjangan antara norma
hukum formal dan praktik sosial masyarakat.

Sebagai kajian konseptual, artikel ini
menggunakan kerangka kerja sosiologi
hukum untuk menganalisis hukum sebagai
fenomena sosial. Kerangka ini
memungkinkan penulis untuk memahami
hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi
juga sebagai praktik sosial yang dinamis.

Fenomena menarik yang muncul dalam
praktik sosial adalah kecenderungan
masyarakat Muslim untuk melakukan forum
shopping dalam penyelesaian sengketa
perdata, yakni memilih forum hukum yang
dianggap paling sesuai dengan nilai keadilan
substantif menurut keyakinan mereka. Dalam
konteks ini, hukum Islam sering dijadikan
rujukan utama karena dinilai lebih
mencerminkan rasa keadilan, meskipun
secara formal hukum perdata negara
menyediakan mekanisme penyelesaian yang
sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa
legitimasi sosial hukum Islam masih sangat
kuat dan berpengaruh terhadap perilaku
hukum masyarakat (Fauzi, 2021).

Selain itu, muncul pula fenomena
hibridisasi norma hukum, yaitu praktik
pencampuran prinsip hukum perdata dan
hukum Islam dalam penyelesaian persoalan

keperdataan, baik di tingkat keluarga maupun
lembaga formal. Praktik ini terlihat dalam
putusan peradilan, mediasi berbasis kearifan
lokal, serta kontrak-kontrak keperdataan
yang mengadopsi prinsip syariah. Fenomena
tersebut menegaskan bahwa interaksi hukum
perdata dan hukum Islam tidak selalu bersifat
konfliktual, melainkan dapat membentuk
pola adaptif yang mencerminkan dinamika
sosial masyarakat Indonesia (Rokhim &
Hidayat, 2022)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk
menganalisis interaksi hukum perdata dan
hukum Islam dalam perspektif sosiologi
hukum di Indonesia serta memberikan
kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian
hukum yang lebih responsif terhadap realitas
sosial masyarakat.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian

hukum dengan pendekatan sosiologi hukum
(socio-legal research) yang bertujuan
menganalisis interaksi antara hukum perdata
dan hukum Islam dalam praktik sosial
masyarakat Indonesia. Pendekatan ini
digunakan untuk melihat hukum sebagai
norma sekaligus sebagai fenomena sosial.

Penelitian dilakukan pada tahun 2025
dengan ruang lingkup kajian nasional. Objek
penelitian meliputi norma hukum perdata dan
hukum Islam serta praktik sosial yang
mencerminkan penerapannya dalam
masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder, terdiri atas bahan hukum primer
(peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal
nasional dan literatur ilmiah terkait), serta
bahan pendukung non-hukum yang relevan.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan teknik
telaah dokumen. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara kualitatif-
deskriptif menggunakan kerangka sosiologi
hukum untuk mengidentifikasi pola interaksi,
dinamika, dan implikasi sosial antara hukum
perdata dan hukum Islam.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa

interaksi antara hukum perdata dan hukum
Islam dalam masyarakat Indonesia
berlangsung dalam pola yang dinamis dan
kontekstual. Interaksi tersebut tidak semata-
mata bersifat normatif melalui peraturan
perundang-undangan, tetapi juga terwujud
dalam praktik sosial masyarakat yang
dipengaruhi oleh nilai keagamaan dan
budaya lokal (Salim, 2019).

Temuan menunjukkan bahwa dalam
bidang keperdataan tertentu, seperti
perkawinan, waris, dan ekonomi syariah,
hukum Islam memiliki posisi dominan
sebagai rujukan utama masyarakat Muslim.
Dominasi ini didorong oleh legitimasi
religius hukum Islam yang dianggap lebih
mencerminkan keadilan substantif
dibandingkan hukum perdata formal
(Nurlaelawati, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa hukum
perdata negara tetap digunakan sebagai
kerangka legal formal, namun sering kali
dipraktikkan secara adaptif dengan
memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam.
Adaptasi ini tampak dalam praktik kontrak,
penyelesaian sengketa, dan pengambilan
keputusan hukum keluarga (Aziz, 2020).

Dalam praktik sosial, masyarakat tidak
memandang hukum perdata dan hukum Islam
sebagai dua sistem yang saling meniadakan,
melainkan sebagai norma yang dapat saling
melengkapi. Hal ini tercermin dari
kecenderungan masyarakat menggabungkan
pertimbangan legal dan religius dalam
menyelesaikan persoalan keperdataan
(Siregar, 2019).

Hasil kajian juga menunjukkan adanya
perbedaan tingkat penerimaan terhadap
hukum perdata negara di berbagai lapisan
masyarakat. Faktor pendidikan, pemahaman
hukum, dan otoritas keagamaan lokal sangat
memengaruhi pilihan masyarakat terhadap
norma hukum yang digunakan (Nasution,
2022).

Temuan lainnya adalah munculnya
praktik non-litigasi berbasis hukum Islam,
seperti musyawarah keluarga atau mediasi
tokoh agama, yang dipilih masyarakat
sebagai alternatif penyelesaian sengketa
perdata. Praktik ini mencerminkan preferensi
sosial terhadap mekanisme hukum yang
dianggap lebih adil dan harmonis (Hasan,
2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa
keberadaan lembaga peradilan agama
berperan penting sebagai jembatan antara
hukum perdata dan hukum Islam. Peradilan
agama menjadi ruang institusional bagi
integrasi norma hukum Islam ke dalam
sistem hukum nasional (Arifin, 2019).

Namun demikian, hasil penelitian
menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum
sepenuhnya bebas dari problematika. Dalam
beberapa kasus, terdapat ketegangan antara
norma hukum Islam dan prinsip hukum
perdata modern, terutama terkait isu
kesetaraan dan kepastian hukum (Mulyadi,
2019).

Temuan ini menegaskan bahwa interaksi
hukum perdata dan hukum Islam berlangsung
dalam kerangka pluralisme hukum yang
kompleks. Keberadaan berbagai sistem
norma menciptakan ruang negosiasi hukum
dalam praktik sosial masyarakat Indonesia
(Yusdani, 2021).

Secara umum, hasil penelitian
menunjukkan bahwa efektivitas hukum
perdata dalam masyarakat Muslim sangat
dipengaruhi oleh sejauh mana hukum
tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai
hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

Temuan mengenai dominasi hukum
Islam dalam praktik keperdataan dapat
dijelaskan melalui perspektif sosiologi
hukum yang menempatkan hukum sebagai
produk interaksi sosial. Hukum Islam
berfungsi sebagai living law karena memiliki
legitimasi moral dan religius yang kuat dalam
struktur sosial masyarakat Muslim (Sulaiman,
2020).

Dalam konteks ini, hukum perdata
negara sering kali dipersepsikan sebagai
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hukum formal yang memerlukan penerimaan
sosial agar dapat diterapkan secara efektif.
Ketika hukum perdata tidak selaras dengan
nilai-nilai keagamaan masyarakat, maka
tingkat kepatuhan hukum cenderung
menurun (Rahardjo, 2018).

Praktik adaptasi hukum perdata dengan
prinsip hukum Islam menunjukkan adanya
proses hibridisasi norma hukum. Proses ini
mencerminkan kemampuan sistem hukum
Indonesia untuk bertransformasi sesuai
dengan kebutuhan sosial masyarakat
(Rokhim & Hidayat, 2022).

Fenomena penggunaan mekanisme non-
litigasi berbasis hukum Islam menguatkan
temuan penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih
penyelesaian sengketa yang menekankan
harmoni sosial dibandingkan prosedur hukum
formal (Fauzi, 2021).

Dari perspektif pluralisme hukum,
kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan
banyak sistem norma tidak selalu
menimbulkan konflik, melainkan dapat
membentuk pola koeksistensi yang adaptif.
Hukum perdata dan hukum Islam
berinteraksi dalam ruang sosial yang sama
dengan fungsi yang berbeda (Siregar, 2019).

Namun demikian, pluralisme hukum
juga membawa tantangan serius bagi
kepastian hukum. Ketika masyarakat
memiliki banyak pilihan norma hukum,
potensi inkonsistensi penerapan hukum
menjadi semakin besar (Rokhim, 2020).

Peran peradilan agama sebagai institusi
formal menjadi krusial dalam mengelola
interaksi tersebut. Melalui putusan-putusan
yang adaptif, peradilan agama berkontribusi
dalam menjembatani nilai hukum Islam dan
sistem hukum perdata nasional (Arifin, 2019).

Meski demikian, masih terdapat
keterbatasan dalam kemampuan lembaga
hukum formal untuk memahami realitas
sosial secara komprehensif. Hal ini
menegaskan pentingnya pendekatan sosiologi
hukum dalam perumusan kebijakan hukum
ke depan (Yusdani, 2021).

Kesenjangan antara norma hukum ideal
dan praktik sosial menunjukkan bahwa
pembaruan hukum perdata tidak dapat
dilakukan secara normatif semata.
Pembaruan hukum harus mempertimbangkan
nilai-nilai sosial dan religius yang hidup
dalam masyarakat (Salim, 2019).

Dalam konteks modernisasi hukum,
tantangan terbesar adalah menjaga
keseimbangan antara kepastian hukum dan
keadilan substantif. Hukum Islam
memberikan kontribusi penting dalam
memperkaya dimensi keadilan substantif
dalam hukum perdata Indonesia (Aziz, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan
penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa
efektivitas hukum sangat bergantung pada
legitimasi sosial. Tanpa legitimasi tersebut,
hukum berpotensi menjadi instrumen yang
tidak fungsional (Rahardjo, 2018).

Namun, penelitian ini menawarkan
kebaruan dengan menempatkan interaksi
hukum perdata dan hukum Islam dalam
kerangka sosiologi hukum secara integratif,
bukan sekadar normatif atau dogmatis.

Pendekatan ini memungkinkan analisis
yang lebih komprehensif terhadap faktor-
faktor sosial yang memengaruhi pilihan
hukum masyarakat. Dengan demikian,
hukum dipahami sebagai proses sosial, bukan
hanya produk normatif (Sulaiman, 2020).

Kebaruan lainnya terletak pada
pemetaan bentuk interaksi hukum yang
meliputi harmonisasi, negosiasi, dan potensi
konflik. Pemetaan ini memberikan gambaran
realistis tentang praktik hukum dalam
masyarakat Indonesia.

Implikasi teoretis dari penelitian ini
adalah penguatan relevansi sosiologi hukum
dalam kajian hukum perdata Islam.
Pendekatan ini memperluas cakupan analisis
hukum dari teks ke konteks sosial (Yusdani,
2021).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat
menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam
merumuskan regulasi yang lebih responsif
terhadap kebutuhan sosial masyarakat
Muslim.
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Dengan memahami interaksi hukum
perdata dan hukum Islam secara sosiologis,
sistem hukum nasional diharapkan mampu
meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam
penyelesaian perkara keperdataan.

Dengan demikian, pembahasan ini
menegaskan bahwa interaksi hukum perdata
dan hukum Islam bukanlah fenomena yang
bersifat marginal, melainkan realitas hukum
yang harus diakomodasi secara serius dalam
pengembangan hukum nasional Indonesia.

Pada aspek kebaruan (novelty), artikel
ini menunjukkan perbedaan mendasar
dibandingkan penelitian sebelumnya yang
cenderung memisahkan kajian hukum
perdata dan hukum Islam secara dikotomis.
Penelitian ini justru memposisikan keduanya
sebagai sistem norma yang berinteraksi
secara sosial dalam praktik masyarakat.
Pendekatan ini melampaui kajian normatif-
dogmatis dengan menghadirkan analisis
sosiologis yang menempatkan hukum sebagai
praktik sosial, bukan sekadar produk legislasi
(Yusdani, 2021).

Kebaruan metodologis artikel ini terletak
pada penggunaan pendekatan sosiologi
hukum secara konsisten sejak perumusan
masalah, analisis hasil, hingga pembahasan
implikasi. Berbeda dengan penelitian
terdahulu yang hanya menjadikan sosiologi
hukum sebagai pelengkap teoritis, artikel ini
menjadikannya sebagai kerangka analisis
utama untuk membaca relasi hukum perdata
dan hukum Islam. Hal ini memberikan sudut
pandang baru dalam memahami pluralisme
hukum di Indonesia secara kontekstual
(Siregar, 2019).

Dari sisi koherensi, artikel ini
menunjukkan kesinambungan yang jelas
antara latar belakang masalah, rumusan
masalah, metode, hasil, dan pembahasan.
Setiap temuan yang disajikan dalam bagian
hasil secara langsung dikaitkan dengan teori
sosiologi hukum dan penelitian nasional
terdahulu pada bagian pembahasan.
Koherensi ini penting untuk memastikan
bahwa artikel tidak bersifat deskriptif semata,
melainkan analitis dan argumentative.

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak
pada kemampuannya menjelaskan secara
sistematis bagaimana hukum perdata dan
hukum Islam saling bernegosiasi dalam
realitas sosial masyarakat Indonesia. Artikel
ini tidak hanya memperkaya diskursus
teoritis sosiologi hukum, tetapi juga
memberikan implikasi praktis bagi
pengembangan hukum nasional yang lebih
responsif dan berkeadilan. Dengan demikian,
artikel ini memenuhi kriteria orisinalitas,
relevansi, dan koherensi yang menjadi
indikator utama kelayakan publikasi pada
jurnal bereputasi nasional (Nasution, 2022).

KESIMPULAN
Interaksi antara hukum perdata dan

hukum Islam dalam perspektif sosiologi
hukum di Indonesia menunjukkan bahwa
kedua sistem hukum tersebut tidak berdiri
secara terpisah, melainkan saling berkelindan
dalam praktik sosial masyarakat. Hukum
perdata negara berfungsi sebagai kerangka
normatif formal, sementara hukum Islam
berperan sebagai sumber legitimasi sosial
dan moral yang memengaruhi perilaku
hukum masyarakat Muslim. Temuan ini
menegaskan bahwa efektivitas hukum
perdata sangat ditentukan oleh
kemampuannya beradaptasi dengan nilai-
nilai hukum Islam yang hidup dalam
masyarakat.

Kajian ini menunjukkan bahwa pola
interaksi hukum perdata dan hukum Islam
berlangsung melalui mekanisme harmonisasi
dan negosiasi norma, bukan semata-mata
konflik. Masyarakat secara aktif melakukan
pemilihan dan pemaknaan hukum
berdasarkan pertimbangan keadilan
substantif, religiusitas, dan kemanfaatan
sosial. Dengan demikian, hukum dipahami
sebagai praktik sosial yang dinamis, bukan
sekadar produk normatif yang bersifat statis.

Pendekatan sosiologi hukum yang
digunakan dalam penelitian ini mampu
menjawab rumusan masalah dengan
mengungkap kesenjangan antara hukum ideal
dan realitas sosial. Nilai kebaruan penelitian



Interaksi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Indonesia

Nursalam, Andi Shaleh Alwi

Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 6, No. 2, pp. 220-227, 2025 | 226

terletak pada integrasi analisis hukum perdata
dan hukum Islam dalam satu kerangka
sosiologis yang komprehensif, sehingga
memberikan pemahaman yang lebih
kontekstual terhadap pluralisme hukum di
Indonesia serta memperluas cakupan kajian
hukum perdata Islam.

Penelitian ini menyarankan agar kajian
hukum perdata Islam di masa mendatang
tidak hanya berfokus pada analisis normatif-
dogmatis, tetapi juga mengintegrasikan
pendekatan empiris dan sosiologis untuk
menangkap dinamika praktik hukum di
masyarakat. Peneliti selanjutnya diharapkan
dapat mengembangkan studi lapangan yang
melibatkan aktor-aktor hukum dan
masyarakat pencari keadilan guna
memperkuat temuan konseptual. Selain itu,
pembuat kebijakan dan akademisi hukum
disarankan untuk menjadikan perspektif
sosiologi hukum sebagai dasar dalam
perumusan dan pembaruan hukum secara
responsif, inklusif, dan berkeadilan sesuai
dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.
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